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iABSTRAK
MUSLIKIN:“Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Demokrasi Siswa Pada
Pembelajaran IPS Kelas VIII Di SMPN 8 Kota Cirebon”.
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMPN 8 Kota
Cirebon, ditemukan bahwa guru memiliki peranan yang penting dan strategis
terutama guru Mata Pelajaran IPS dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi.
Namun dalam kenyataannya guru IPS masih menggunakan metode konvensional
yaitu metode ceramah dan tanya jawab.
Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut membuat penulis terdorong
untuk meneliti tentang profesionalisme guru mata pelajaran IPS dalam
menanamkan nilai-nilai demokrasi. Karena profesionalime yang dimiliki guru
mata pelajaran IPS memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan belajar siswa.
Profesionalisme yang dimiliki guru mata pelajaran IPS muncul benar-benar
berasal dari ketulusan hati dan wujud tanggung jawab sebagai tenaga pendidik di
Negeri Indonesia ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data mengenai peranan dan
langkah-langkah guru mata pelajaran IPS dalam menanamkan nilai-nilai
demokrasi terhadap siswa kemudian mendeskripsikanya, serta penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui implikasi mata pelajaran IPS terhadap kebutuhan dan
minat siswa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research
(penelitian/studi pustaka) dan field research (penelitian lapangan) dengan
pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan teknis analisis isi (content
analisys) berupa empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display
data dan conclusy data atau pengambilan kesimpulan. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi
pustaka. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data teoritik dan data
empirik. Sumber data teoritik diambil dari referensi buku-buku dan referensi
lainya yang sesuai dengan kajian penelitian. Data empirik diambil dari hasil
kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa
responden. Objek penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) pelaksanaan pendidikan
berbasis demokrasi melalui mata pelajaran IPS dilakukan dengan berbagai
strategi, metode, model dan pendekatan yang dilakukan secara terpadu.
Penanaman nilai-nilai demokrasi juga dilakukan secara intensif baik dalam KBM
maupun luar KBM seperti kegiatan pemberian keteladanan dan kegiatan
ektrakurikuler yang terprogram. 2) terdapat sikap demokrasi pada siswa dalam
pelaksanaan pendidikan demokrasi pada mata pelajaran IPS melalui pembiasaan
diantaranya kegiatan pemilihan ketua kelas, pembelajaran IPS dengan metode
diskusi dan kesadaran diri peserta didik akan kebersamaan pada saat belajar. 3)
adanya fakta-fakta penanaman nilai demokrasi, misalnya pada saat  pembelajaran
adanya sikap menghargai pendapat orang lain, toleransi dan kebebasan yang
bertanggung jawab.
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A. Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi sekarang ini jalan untuk mengeyam pendidikan yang
layak harus dicapai oleh rakyat Indonesia masih terasa susah, seharusnya setiap
warga negara itu berhak untuk mendapat pendidikan dengan wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Meskipun pemerintah
dalam pembiayaan pendidikan sudah menganggarkan sebesar 20% seperti yang
tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional”, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang ini pemerintah
belum mampu untuk mewujudkan hal itu di lapangan.
Salah satu faktor yang mendasar dan menjadi bumerang akan hal
transparansi pengalokasian anggaran pembiayaan pendidikan sekarang ini
masih banyaknya praktek korupsi oleh para birokat kita yang lebih
mementingkan ego untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menutup
mata dan telingahnya tanpa memekirkan nasib anak- anak bangsa jika tidak
berpendidikan, sungguh sangat miris sekali. Hal ini berdampak sangat besar
untuk menghambat proses pembelajaran karena supplay dana yang tidak sesuai
dengan apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah banyak sarana dan
prasarana pendidikan tidak layak digunakan lagi dan banyak anak-anak yang
putus sekolah akibat tidak mampu untuk membayar uang sekolah karena masih
adanya komersialisasi pendidikan di sekolah-sekolah, seharusnya anak- anak
tersebut mendapat kedudukan yang sama untuk mengembangkan potensi diri
dan berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, jangan direpotkan dalam
mendapatkan pendidikan di negara ini.
Indonesia berada diurutan ke 59 di bawah Malaysia yang berada diurutan
54 dalam Education devolopment index, ini mencerminkan alangkah rendahnya
2mutu pendidikan kita dan masih bersifat parsial untuk input, proses, serta
output.
Di samping dari segi repotnya mendapatkan pendidikan di negara
Indonesia masalah yang muncul sekarang ini adalah banyak sekali terjadinya
kekeliruan-kekeliruan dalam dunia pendidikan saat ini tidak sesuai lagi dengan
tujuan pendidikan yang semestinya. Hal ini disebabkan penyelenggraan
pendidikan tidak efektif dan efesien bahkan lebih banyak menonjolkan
penyimpangan.
Perubahan pandangan tentang peran manusia, dari paradigma manusia
sebagai sumber daya pembangunan menjadi manusia sebagai subjek
pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu memebentuk manusia
berkarakteristik personal yang paham dinamika psikososial dan lingkungan
kulturalnya bukan sekedar siap pakai. Pendidik di Indonesia lebih nyaman
dalam kemapanan dan bersikap antiperubahan artinya lebih banyak guru
pekerja dari pada guru pengajar, karena guru yang hebat adalah guru yang bisa
mendemonstrasikan pelajaran dan guru yang baik adalah guru yang dapat
menginspirasi siswanya.
Banyak sekali ungkapan dari menteri pendidikan dan kebudayaan serta
pejabat pendidikan yang bertentangan dengan prinsip perubahan. Misalnya,
istilah pengajaran, dalam arti belajar dan mengajar masih tidak berubah
menjadi pembelajaran. Prinsip-prisisp perubahan tidak dijiwai oleh para
pejabat pendidikan sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pendidikan
nasional tidak memiliki arah. Padahal bukan sistem pendidikan yang tidak
mempunyai arah, melainkan pelaksana-pelaksana kebijakan pendidikan
nasional yang salah arah.
Untuk itu sepatutnya  tujuan pendidikan nasional harus terlaksana dan
dapat diimplementasikan, karena  tujuan pendidikan nasional merupakan
tujuan jangka panjang  dan tujuan yang ideal bangsa Indonesia. Seperti yang
termaktub dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun
1989 Bab II pasal 4 berbunyi” Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu
3manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan
jasmanai dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri dan rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 Bab
II pasal 3, juga mengatakan” pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermatabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Begitu pula tujuan yang lainnya harus dicapai seperti tujuan institusional
yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga, tujuan kurikuler yaitu
tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, dan tujuan instruksional
seperti intruksional umum yaitu merupakan target yang harus dicapai oleh
suatu mata pelajaran dan instruksional khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai
setelah terjadinya proses pembelajaran.
Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak disegala bidang
kehidupan termasuk juga bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu
faktor yang menentukan maju mundurnya sumber daya manusia. Pendidikan
dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi
manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat
dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan tidak
hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih
ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara  menyeluruh
sehingga anak menjadi lebih dewasa.
Menghadapi berbagai masalah dan tantangan di atas, perlu dilakukan
penataan terhadap sistem pendidikan secara utuh dan menyeluruh terutama
berakaitan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini, perlu
adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan
4pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan adalah kehidupan,
untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan
kecakapan hidup (life skill atau life competency) yang sesuai dengan
lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Pemecahan masalah secara
reflekrif sangat penting dalam pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama
secara demokrasi. Dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan global
dan persaingan pasar bebas, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih,
pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang
transparan, berkeadilan dan demokrasi (democratic edication). Hal tersebut
harus dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
Dalam hal ini, sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (mini society) yang
merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan
iklim pembelajaran yang demokrasi (democratic instruction), agar terjadi
proses belajar yang menyenangkan (joyfull learning). Dengan iklim pendidikan
yang demikian diharapkan mampu melahirkan calon-calon penerus
pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional,
cerdas, kreatif dan siap menghadapi berbagai macam tantangan, dengan tetap
bertawakal terhadap sang penciptanya. Bahwa apa yang dihadapi, apa yang
terjadi, merupakan kehendak Ilahi yang harus dihadapi dan disyukuri
(Mulyasa; 6: 2013).
Pembelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama yang bersifat terpadu
(Integrated) bertujuan “agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta
didik sehingga mengorganisasi materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan
lingkungan, karekteristik, dan kebutuhan peserta didik”, (Sapriya; 2009: 48).
Sehingga peserta didik dapat menguasai dimensi-dimensi pembelajaran IPS di
sekolah, yaitu : “Mengusai pengetahuan (knowledge), keterampialn (skills),
sikap dan nilai `(attitudes and values) dan bertindak (action)”, (Sapriya; 2009:
49).
Oleh karena itu mata pelajaran IPS, merupakan “seleksi dan integrasi dari
disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu-ilmu lain yang relevan, dikemas
5secara psikologis, ilmiah, pendagogis, dan sosio-kultural untuk tujuan
pendidikan. Untuk memahami masalah pendidikan IPS seseorang hendaknya
memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi
struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (mode of inquiri), metode yang
digunakan dan konsep-konsep setiap disiplin ilmu, disamping pemahamannya
tentang prinsip-prinsip kependidikan dan psikologis serta permasalahan
sosial”(Sapriya; 2009: 50)
Menyadari akan hal di atas, maka sesungguhnya pembelajaran IPS yang
bersifat terpadu di sekolah-sekolah masih ditemukan ada masalah, terutama
tingkat satuan pendidikan SMP. Misalnya di suatu sekolah hanya tersedia guru
IPS dari sepesialisasi keahlian pendidikan sejarah atau pendidikan geografi
saja, sedangkan yang berasal dari spesialisasi keilmuan pendidikan ekonomi
dan sosiologi tidak ada. Hal ini seyogyanya menjadi sebuah masalah apabila
tenaga guru yang ada memiliki pemahaman yang kurang baik tentang disiplin
ilmu-ilmu sosial.
Guru IPS dituntut tidak saja perlu mengusai keterampilan atau kiat untuk
mendidik dan mengajar, tetapi juga memiliki wawasan vertikal : wawasan yang
mendalam dan reflektif tentang bidang studi yang diajarkannya, dan wawasan
horizontal : wawasan yang melebar yakni ramah terhadap konsep-konsep,
proposi-proposi, dan teori-teori ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu budaya, bahkan
juga ekologi. Dengan kata lain, guru IPS harus memiliki kemampuan untuk
merancang dan melaksanakan program pembelajaran secara terpadu
diorganisasikan dengan baik, dan secara terus menerus menyegarkan,
memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial dan nilai-
nilai kemanusian.
Guna menuju ke arah itu, hendaknya guru IPS memahami, melaksanakan
dan memegang teguh tentang landasan-landasan pendidikan IPS, yang terdiri
dari : “landasan folisofis, idiologis, sosiologis, antropologis, kemanusian,
politis, psikologis, dan landasan religuis” (Supriya; 2009: 16). Oleh karena,
setiap guru IPS dituntut untuk mampu menguasai dan melaksanakan
pendekatan yang mampu mendorong dan mengantarkan peserta didik untuk
6memperoleh integrasi dari nilai-nilai secara utuh dan bermakna, dari masa
lampau sampai masa kini dalam pembelajaran IPS yang mereka terima.
Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang
melibatkan berbagai komponen antara lain : pendidik (guru), peserta didik
(siswa), materi, metoda, model-model pembelajaran, sumber belajar, alat
evaluasi, media pembelajaran sebagai alat bantu.
Pembelajaran terpadu dan lain sebagainya yang saling berkaitan antara
satu dengan yang lainnya. Tugas pendidik dalam hal proses belajar mengajar
adalah mengupayakan agar terciptanya jalinan pengelolaan yang harmonis
antara satu komponen dengan komponen lainnya sehingga proses belajar
mengajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.
Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan manakala pembelajaran
tersebut mampu mengubah diri peserta didik dalam arti dapat menumbuh
kembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik
dapat memperoleh manfaat secara langsung dalam perkembangan pengetahuan
dan kepribadiannya. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan
kurikulum dan potensi siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar
yang harus dimiliki oleh seorang guru.
Hal ini didasari asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih model
pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar siswa.
Karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap
kualitas proses belajar mengajar yang dilakukannya. Kondisi proses belajar
mengajar di lingkungan sekolah dewasa ini masih diwarnai oleh penekanan
pada aspek pengetahuan dan masih sedikit yang mengacu pada pelibatan siswa
dalam proses belajar itu sendiri. Pembejaran yang dilakukan oleh guru belum
mampu menumbuhkan budaya belajar siswa yang merasa nyaman, santai,
termotivasi, dan tertantan guntuk belajar, belajar dan belajar. Hal ini akan
berpengaruh secara langsung terhadap perolehan dan hasil belajar siswa.
Melihat permasalahan tersebut, maka isu yang sering diangkat oleh media
masa cetak maupun elektronik tentang rendahnya mutu pendidikan kita dewasa
ini secara kualitatif diduga disebabkan karena model pembelajaran yang dianut
7oleh guru didasarkan atas asumsi bahwa IPS adalah suatu pengetahuan yang
bisa dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Dengan
pembelajaran yang bermakna, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan
dan menerapkan keterampilan intelektual dan partisipatori yang menghasilkan
pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk
rakyat.
Di samping itu peserta didik akan memperoleh keuntungan dan
kesempatan dari pembelajaran yang bermakna untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan (politics) dan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good government) pada tingkat kelas dan sekolah mereka sendiri,
berpartisipasi dalam simulasi kegiatan ke parlemen.
Dengan demikian maka proses belajar dan pembelajaran perlu
mengintegrasikan aktivitas moral, sosial, dan spiritual sehingga akumulasi ilmu
pengetahuan yang dihasilkan tidaklah bebas nilai (valuefree), melainkan selalu
memiliki interrelasi dengan nilai-nilainya secara kontekstual dalam
kepentingan kehidupan masyarakat yang makin pluralistik, termasuk yang
menghargai hakikat kesatuan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan
religius. Untuk meningkatkan prestasi belajar IPS selain mempertimbangkan
faktor teknik pembelajaran yang diterapkan guru, guru juga perlu
mempertimbangkan faktor internal siswa yang salah satunya adalah sikap
demokrasi.
Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman
pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media masa, institusi
atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dan diri
individu. Berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dalam pikiran seseorang
yang menghasilkan sikap.
Menjelaskan bentuk masyarakat demokrasi akan tumbuh kokoh jika
dikalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai
demokrasi yang diterapkan di masyarakat adalah toleransi, bebas
mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami
keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam komunikasi, menjunjung
8nilai dan martabat kemanusiaan, tidak menggantungkan diri pada orang lain,
saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan.
Menjelaskan nilai-nilai demokratis itu adalah mengakui persamaan derajat,
menghargai pihak lain, mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai
pendapat orang lain, menerima dan menghargai perbedaan kultur dalam
masyarakat, peka terhadap kesulitan orang lain, berlaku adil, memiliki
kemauan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Nilai-nilai
demokrasi tersebut hendaknya dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan nyata
melalui suatu transformasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap
demokrasi merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan
evaluatif, yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan
berperilaku terhadap suatu objek yaitu tentang demokrasi di Indonesia.
Dengan demikian, sikap demokratis siswa perlu diperhatikan dalam
pembelajaran IPS mengingat pembelajaran IPS banyak melibatkan predisposisi
untuk merespon obyek sosial dalam interaksi dengan situasi dan aturan lain
yang memimpin dan mengarahkan tingkah laku seseorang secara nyata.
Semakin tinggi sikap demokrasi siswa, memungkinkan siswa berkembang
dan berprestasi dibidang IPS dalam kegiatan pembelajaran dan siswa yang
tidak memiliki sikap demokrasi tinggi akan pesimis terhadap kemampuannya
dalam memecahkan masalah dalam merespon objek sosial dan berinteraksi
dengan situasi dan materi pembelajarannya.
Pembelajaran IPS yang diberikan di lingkungan sekolah kepada para siswa
adalah tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar yang berlangsung di
kelas melalui intelegensi (kecerdasan otak) tetapi juga menyangkut
internalisasi pendidikan demokrasi di manapun berada.
Pengaruh pendidikan di sekolah pada kalangan siswa baru dapat terwujud
apabila guru bersangkutan benar-benar memiliki personalisasi yang bulat yaitu
: berwibawa, terampil dalam menerapkan metode yang sesuai dengan tingkat
usia dan kebutuhan remaja atau siswa, di samping lingkungan motivasional
yang ada harus benar-benar dukungan positif kepada penghayatan,
perkembangannya terhadap penanaman nilai demokrasi pada siswa.
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rakyat, kratos berarti pemerintah. Jadi demokrasi, artinya pemerintahan rakyat,
yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat
menentukan. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, Usis (1996 : 6)
mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar
atau soko guru, yakni “kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan
persetujaan dari yang dipilih, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan
hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan hukum, proses
hukum yng wajar, pembetasan pemerintah secara konstutional, pluralisme
sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, serta kerja sama
dan mufakat.”
Dalam dunia pendidikan duperlukan juga pendidikan demokrasi sebagai
bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi pada peserta didik tentang
bagaimana kewajiban dan hak serta kebebasan berpendapat dengan saling
menghargai satu sama lainnya. Pendidikan demokrasi terbagi menjadi tiga :
1. Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap
muka, diskusi timbal balik, presentasi, serta studi kasus untuk memberikan
gambaran kepada siswa bagaimana agar mencintai negara dan bangsa.
Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi.
2. Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati
tahap pergaulan di rumah ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai
berdemokrasi. Selain itu, sebagian hasil interaksi terhadap lingkungan
sekitarnya yang langsung dirasakan hasilnya.
3. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap diluar
lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi
sebab pendidikan diluar sekolah mempunyai variable ataupun parameter
yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang.
Berdasarkan penelitian awal di SMPN 8 Kota Cirebon ditemukan bahwa,
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar guru selalu menggunakan metode
konvensional seperti ceramah dan tanya jawab. Di sini guru lebih aktif dalam
pembelajaran dan dianggap salah satu sumber bagi siswa, akibatnya bisa
menghasilkan siswa yang pasif, bosan dan monoton sehingga kurangnya
kreatifitas siswa dalam belajar mata pelajaran IPS ini.
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Berangkat dari latar belakang tersebut penulis berusaha menawarkan
sebuah solusi dalam rangka memperbaiki dan mempertahankan bangsa ini
yaitu setiap pembelajaran mata pelajaran IPS seorang guru hendaknya
melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Baik itu nilai
demokrasi yang berbau lokal maupun nasional untuk meningkatkan sikap
demokratsi mereka.
Kebudayaan Indonesia yang plural, cara hidup yang beragam, dan latar
belakang budaya yang berbeda-beda merupakan salah satu unsur yang dapat
dijadikan indikator bahwa negeri ini sangat kaya akan nilai budayanya. Faktor
ini telah menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai
sikap yang berdemokrasi.
Atas dasar inilah penulis mencoba untuk mengeksplorasi kekayaan
budaya Indonesia untuk menanamkan nilai demokrasi yang kuat. Maka dari
itu penulis tertarik untuk mengambil judul “PERAN GURU DALAM
PENANAMAN NILAI DEMOKRASI SISWA PADA
PEMBELAJARAN IPS KELAS VIII DI SMPN 8  KOTA CIREBON”.
B. Identifikasi Masalah
Dalam identifikasi masalah ini penulis membagi dalam tiga tahapan yaitu:
Identifikasi Masalah
a. Wilayah Penelitian
Wilayah penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini adalah
Sosiologi Pendidikan. Khususnya mengenai peran pembelajaran guru
dalam penanamkan nilai demokrasi pada kehidupan siswa di sekolah
maupun di masyarakat.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif.
Sehingga prosesnya diteliti secara detail tentang deskripsi “Peran guru
dalam penanaman nilai demokrasi siswa pada pembelajaran IPS”.
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c. Jenis Masalah
Seperti yang dibahas dalam uraian latar belakang masalah, bahwa jenis
masalah dalam penelitian ini adalah berusaha mendeskripsikan Peran
guru dalam penanamkan nilai demokrasi siswa pada pembelajaran IPS.
C. Pembatasan Masalah
Guna mengantisipasi kesimpangsiuran dalam permasalahan penulisan
penelitian ini, maka diuraikan beberapa pembatasan masalah, sebagai berikut:
a. Nilai demokrasi yaitu tidak suka memaksakan kehendak, tidak suka
memotong pembicaraan orang lain, tidak egois, akomodatif terhadap
kepentingan bersama, menonjolkan nalar dan akal sehat dan
berpendapat, santun dan tertib dalam memberikan gagasan dan
pendapat, peduli terhadap kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
b. Peran guru  yang dimaksud adalah kedudukan guru sebagai tenaga
professional yang dibekali dengan 4 (empat) kompetensi dasar yaitu
kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dalam
mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan siswa. Serta
dalam pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik sehingga
mengorganisasi materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan
lingkungan, karekteristik, dan kebutuhan peserta didik. Sehingga
peserta didik dapat menguasai dimensi-dimensi pembelajaran IPS di
sekolah, yaitu : “Mengusai pengetahuan (knowledge), keterampialn
(skills), sikap dan nilai `(attitudes and values) dan bertindak (action)”
c. Guru yang menjadi objek penelitian adalah guru mata pelajaran IPS.
d. Siswa yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas VIII.
e. Pembiasaan merupakan komponen pendidikan yang digunakan untuk
membentuk nilai demokrasi dengan berbagai strategi, metode, model.
dan pendekatan.
D. Pertanyaan Penelitian
a. Bagaimana upaya guru dalam menanamkan nilai demokrasi pada siswa
kelas VIII?
b. Bagaimana sikap demokrasi siswa pada pemebelajaran IPS kelas VIII?
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c. Bagaimana fakta-fakta yang menjadi upaya penanaman nilai
demokrasi pada siswa kelas VIII?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan kejelasan terhadap upaya yang dilakukan guru dalam
menanamkan nilai demokrasi pada siswa kelas VIII.
2. Mengetahui sikap demokrasi siswa pada pemebelajaran IPS kelas VIII.
3. Mengetahui fakta-fakta yang menjadi upaya penanaman nilai
demokrasi pada siswa kelas VIII.
F. Manfaan Penelitian
Agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia, tentunya setiap penelitian
harus memiliki kegunaan atau menfaat dalam penelitian tersebut. Berdasarkan
hal tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Peneliti
Untuk bekal dikemudian hari dalam profesinya sebagai guru yang
mengajar IPS dan menambah wawasan keilmuan sebagai wujud dari
partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmunya khususnya IPS.
2. Siswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan  kemampuan
pemahaman IPS siswa.
3. Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari semua
pihak yang bertanggung jawab di bidang pendidikan khususnya bagi guru
yang mengajar bidang studi IPS.
4. Lembaga Pendidikan
Bagi lembaga pendidikan diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan





Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab
sebelumnya, maka dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil adalah
sebagai berikut:
1. Kegiatan upaya guru dalam penanaman nilai demokrasi siswa yang
dilaksanakan di SMPN 8 Kota Cirebon dilakukan melalui beberapa
pendekatan, strategi, metode dan model, kegiatan pemberian keteladanan
dan kegiatan ektrakurikuler yang terprogram.
2. Sikap demokrasi pada siswa dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi
pada mata pelajaran IPS melalui pembiasaan di SMPN 8 Kota Cirebon
diantaranya kegiatan pemilihan ketua kelas, pembelajaran IPS dengan
metode diskusi dan kesadaran diri peserta didik akan kebersamaan pada
saat belajar.
3. Fakta-fakta penanaman nilai demokrasi melalui pembiasaan di SMPN 8
Kota Cirebon, Misalnya pada saat  pembelajaran adanya: 1) sikap percaya
diri dalam mengemukakan pendapat yang dibarengi dengan saling
menghargai pendapat orang lain. 2) Toleransi seperti memahami
keanekaragaman dalam kelas, menjunjung nilai dan martabat
kemanusiaan, kebersamaan dan keseimbangan. 3) kebebasan yang
bertanggung jawab seperti adanya kebebasan dalam mengemukakan
pendapat, terbuka dan komunikasi, tidak menggantungkan pada orang lain,
dan mampu mengekang diri.
103
B. Saran-Saran
Dengan melihat hasil penelitian yang telah diketahui, maka peneliti
memberikan saran pada pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:
1. Untuk Kepala SMPN 8 Kota Cirebon sebaiknya harus memberikan
pengawasan dan pengembangan secara menyeluruh terhadap
profisionalisme guru dalam menanamkan pendidikan berbasis nilai-nilai
demokrasi, serta dapat mencontoh dari kebaikan yang telah dilakukan oleh
guru Mata Pelajaran IPS.
2. Untuk Guru Mata pelajaran IPS diharapkan selalu menjaga dan
mengembangkan profesionalitas pembelajaran IPS yang berbasis
demokrasi dan menyenangkan, sehingga peserta didik mampu menerima
materi ajar dengan baik.
3. Bagi siswa diharapkan untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai macam
dunia luar dan perubahan jaman yang begitu cepat dan diharapkan juga
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